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NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
DAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Nomor: MOU-02/DK/V/2016
Nomor: MOU-2/K/D4/2816

TENTANG

KERJASAMA DALAM RANGKA OPTIMALISASI PELAKSANAAN FUNGSI,
TUGAS, DAN WEWENANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Pada hari ini, Selasa tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu enam belas

(10-5-2016) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MALIM ALAMSYAX sclaku Kctua Dewan Komisioner Lembaga
Penjamin Simpanan, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS), berkedudukan di Equity
Tower Lt. 20-21, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190,
sclanjutnya discbut “PIHAK PERTAMA”;

if. ARDAN ADIPERDANA selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Badan Pcngawasan
Keuangan dan Pembangunan  (BPKDP),
berkedudukan di- Jalan Pramuka Nomor 33,
Jakarta 13120, selanjutnya disecbut “PIHAK
KEDUA”
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Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sccara bersama-sama
dischrut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebilh dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK PERTAMA berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun
2004 tentang  Lembaga  Penjamin  Simpanan merupakan lembaga
independen yang memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan
dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai
dengan kewenangannya;

b, Bahwa PIHAK KEDUA berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun
2014  tentang Badan  Pengawasan Keuangan dan  Pembangunan
merupakan aparat pengawasan intern pemecerintah, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyal tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ dacrah
dan pembangunan nasional,

¢. Bahwa PIHAK PERTAMA dalam meclaksanakan fungsinya, mcmerlukan
dukungan PIHAK KEDUA sesuai tugas dan fungs: PIHAK KEDUA;

d. Bahwa PARA PIHAK telalh menandatangani Nota Kesepahaman Nomor
MQU.C01/DK-LPS/VI/2007 - MOU-779K/D5/2007 tentang Kerjasama
Dalam Rangka Kelancaran Pelaksaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang
Lembaga Penjamin Simpanan;

e. Bahwa schubungan dengan perkembangan peraturan perundang-
undangan di  scktor keuangan, PARA PIHAK sepakat untuk
memperbaharui Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf d
agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

engan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor  4420)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

b.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan
Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 58772);

C. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang
Badan Pengawasan Kcuangan dan Pembangunan (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400).
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Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai
berikul:

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

1.

W -

U

8.

Lembaga Penjamin Simpanan, adalah lembaga independen yang memiliki
fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam
memelihara stabilitas sistem perbankan sesual dengan kewenangannya
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Lembaga Penjamin
Simpanan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah aparat
pengawasan intern pemerintal, berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada  Presiden, mempunyai tugas menyelenggarakan — urusan
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/dacrah dan
pembangunan nasional.

Otoritas Jasa Keuangan, vang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga
independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai
fungsi, tugas dan wewcnang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan
penyidikan di sektor jasa keuangan scbagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan, serta Bank Umum
Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah scbagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.

Bank Bermasalah adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan yang

membahayakan kelangsungan usahanya dan ditempatkan dalam
pengawasan intensif atau pengawasan khusus oleh OJK sesual dengan

- peraturan perundang-undangan tentang OJK.

Bank Gagal adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan
membahayakan kelangsungan usahanya scrta dinyatakan tidak dapat lagl
dischatkan oleh Lembaga OJK sesual dengan  kewenangan yang
dimilikinya.

Bank Yang Dicabut izin Usahanya adalah Bank Gagal yang dicabut izin
usahanya oleh OJK.

Bank Gagal Yang Disclamatkan, yang selanjutnya disebut Bank Yang
Disclamatkan, adalah Bank Gagal yang diputuskan oleh Lembaga
Penjamin Simpanan untuk diselamatkan atau yang diserahkan
penanganannya oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan kepada Lembaga
Penjamin Simpanan. i
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Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan likuidasi bank
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin
Simpanarl.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman

Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK
dalam rangka meningkatkan cfektivitas kerjasama pclaksanaan resolusi
bank, penyelenggaraan program penjaminan simpanan, dan tata kelola
lembaga.

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerjasama dalam
meningkatkan efektivitas pclaksanaan resolusi bank, penyelenggaraan
program penjaminan simpanan, dan tata kelola lembaga.

Pasal 3
Ruang Lingkup Kerjasama
PARA PIHAK scpakat bahwa PIHAK KEDUA berdasarkan permintaan dari
PIHAK PERTAMA mclakukan kerjasama yang meliputi:

a. pemberian bantuan dalam pelaksanaan pemeriksaan Bank Bermasalah
dalam rangka perhitungan biaya menyclamatkan dan perkiraan biaya
tidak menyelamatkan Bank Gagal;

b. pemberian masukan atas perhitungan biaya menyelamatkan dan
perkiraan biaya tidak menyelamatkan Bank Gagal (lower cost fest) dan
penilaian prospek usaha Bank;

c. pclaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi atas simpanan nasabah Bank
Yang Dicabut Izin Usahanya;

d. pemeriksaan kinerja Bank Yang Diselamatkan;

¢. pemberian masukan atas proses penjualan saham Bank Yang
Diselamatkan;

f. pemberian bantuan dalam pclaksanaan likuidasi Bank Yang Dicabut
Izin Usahanya;

pemberian bantuan dalam pelaksanaan verifikasi premi penjaminan,;

7

h. pemberian masukan atas pencrapan tata kelola yang baik (good
governancel;

i, berpartisipasi dalam simulasi penanganan/penyelcsaian Bank Gagal;
j.  pelaksanaan audit investigatif;

k. menjadi pembecri keterangan ahli;

Pl
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1. pemberian bantuan dalam pelaksanaan preservasi dan pengamanan
asct, data dan dokumcn dalam rangka penanganan/penyelesaian Bank
Gagal;

m. pemberian bantuan dalam kegilatan resolust lainnya; dan/atau

n. pengembangan kapasitas {capacity building) berupa pendidikan dan
pelatithan di hidang audit investigatif, audit keuangan, dan tata kelola
yang baik (good governance).

PARA PIHAK sepakal bahwa PIHAK PERTAMA memberikan bantuan
kepada PIHAK KEDUA meliputi pengembangan kapasitas (capacity
building) berupa pendidikan dan pelatihan di bidang penjaminan simpanan
dan resolusi bank.

PARA PIHAK secpakat untuk melakukan sharing informast yang
dibutuhkan dalam rangka mendukung pelaksanaan ruang lingkup
kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 4
Pelaksanaan Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA schagai berikut:

a. Deputi yang membawahkan fungsi akuntan negara mencakup ruang
lingkup sechagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf
b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, hurut g, huruf h, huruf 1, huraf m,
dan huruf n.

b. Deputi yang membawahkan fungsi investigasi mencakup ruang lingkup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j, huruf k, huruf |,
dan huruf m.

Pejabat  PIHAK PERTAMA yang berwenang mengajukan permintaan

kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah Kepala

Eksckutif.

Permintaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

kepada PIHAK KEDUA melalui Deputi yang membawahkan fungsi akuntan

negara. atau Deputi yang membawahkan fungsi investigasi, sesual ruang
lingkup kerjasama yang akan dilakukan.

Pelaksanaan atas masing-masing ruang lingkup kerjasama schbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kerangka acuan kerja yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan
pelaksanaan dari ruang lingkup kerjasama scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) yang ditandatangani olch pejabat PIHAK PERTAMA dan
pejabat PIHAK KEDUA.
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Pejabat  PIHAK  PERTAMA  yang berwenang — menyetujul  dan
menandatangani kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(0} adalah Dircktur FEksckutif yang membawahkan ruang lingkup
kerjasama vang akan dilakukan.

Pejabat PIHAK KEDUA yang berwenang menyetujui dan menandatangani
keranglka acuan kerja scbagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah
Direktur yang membawahkan ruang lingkup kerjasama yang akan
dilakukan.

Ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan permintaan atau
undangan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Pelaksanaan sharing informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3) dilaksanakan olch PARA PIHAK berdasarkan permintaan dari salah
satu pihak kepada pihak lainnya.

Pejabat PIHAK PERTAMA yang berwenang melaksanakan kerjasama
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) adalah Kepala Eksekutif.

Pejabat PIHAK KEDUA vyang berwenang melaksanakan kerjasama
schagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) adalah Deputi yang
membawahkan fungsi akuntan negara dan Deputi yang membawahkan
[ungsi investigasi, sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5
Koordinasi

Untuk menjamin  efektifinya Noita Kesepahaman in1, PARA PIHAK
melakukan koordinasi melalui forurn rapat koordinasi yang terdiri atas:

a. rapat pimpinan; dan

b. rapat pciabat pengendali.

Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hurufl a diadakan
untuk membahas arah dan strategli pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihadiri olch
unsur pimpinan PARA PIHAK.

Rapat pejabat pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diadakan untuk membahas efektivitas Nota Kesepahaman ini.

Rapat pejabat pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diikuti olch satu atau lebih:

a. Pejabat yang mewakili PIHAK PERTAMA yaitu:

1. Kepala Eksekutif;

14‘.
ii. Direktur Eksckutif yang membawahkan fungsi klaim dan resolusi
bank;
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. Direktur Eksekutif yang membawahlkan fungsi penjaminan;
wv.  Direktur Eksekutif yang membawahkan fungsi hukum;

v. bircktur Eksekutif yang membawahkan fungsi keuangan;
dan/atau

vi,  Direktur Fksckutif yang membawahkan fungsi administrasi dan
sistem informasi;

b. Pejabat yang mewakili PIHAK KEDUA adalah Deputi vang
membawahkan:

1. fungsi akuntan negara; atau

1. fungsi investigasi;

Pasal ©

Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
dapat dibebankan pada anggaran PARA PIHAK atau salah satu pihak yang
akkan discpakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK di dalam kerangka acuan kerja
dan sesual dengan ketentuan yang berlaku.

—
)
—

Pasal 7
Lvaluasi Nota Kesepahaman

PARA PIHAK meclakukan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama dalam Nota
Kesepahaman ini.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedilat 1
(satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau sesuai kesepakatan.

Pasal 8
Jangka Waktu Nots Kesepahaman

Nota Kesepahaman ini berlaku untule jangka waktu 5 ({lima) tahun
terhitung scjak tanggal ditandatangani dan diperpanjang secara otomatis
untuk jangka waktu 5 {lima) tahun berikutnya sepanjang tidak ditentukan
lain oleh PARA FIHAK.

Apabila PARA PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini
sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir,
maka masing masing pihak harus menyampaikan terlebih dahulu
pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persctujuan dari pihak
lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pengakhiran Nota Kescpahaman sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (2)
berlaku secara efektif setclah adanya kesepakatan PARA PIHAK.



4 N S Plepuesil
& PENJAMIN

S ; A F 5

LEMBAGA : fisbannsia

e

STMPANAN & Corporntion

Pasal 9
Perubahan

Nota Kesepahaman i dapat diubah atau ditambah berdasarkan
persetujuarn PARA PIHAK.

Perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum cukup diatur dalam
Nota Kesepahaman ini, diatur dalam adendum yang disepakati oleh PARA
PIHAK serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman
ini.

Pasal 10
Ketentuan Penutup

Pada saat ditandatanganinya Nota Kescpahaman ini, Nota Kesepahaman
Nomor MOU.001/DK-LPS/VI/2007 - MOU-779K/D5/2007 tentang
Kerjasama Dalam Rangka Kelancaran Pelaksaan Fungsi, Tugas, dan
Wewenang Lembaga Pernjamin Simpanan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam hal masih berlangsung pclaksanaan kerjasama berdasarkan Nota
Kesepahaman Nomor MOU.CO1/DK-LPS/VI/2007 - MOU-779K/D5/2007,
maka pclaksanaan kerjasama dimaksud tetap dilanjutkan berdasarkan
Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman i dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal,
bulan, dan tahun sebagaimana discbutkan pada awal Nota Kesepahaman
ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing masing bermatcral cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KETUA
DEWAN KOMISIONER

FRAS UBUBURAH .,
P i




